Menimbang :

Mengingat

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 7
ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lombok Barat maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2022;

L.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Tan ot rcsmn udon Nlivann cean 4 ATV Ve
111UULITS1d IVULLIUL U'l'UA’,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Singkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

10.Peraturan ...
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12,

13;

14.

135,

16.

17

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evalu-
asi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Peren-

canaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun
2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat
Nomor 106);

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9
Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Nomor 130);

18.Peraturan ...



Menetapkan :

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat
Nomor 142);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG  RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN

2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kepala Daerah adalah Bupati Lombok Barat.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lombok Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Kepala Dacrah
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7.Kebijakan ...
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7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsin yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan Kkepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja Perangkat Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya RKPD adalah acuan bagi daerah
dalam menyusun Rancangan APBD, dengan demikian
Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan KUA dan
PPAS didasarkan atas dokumen RKPD.

(2) KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya
digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan
APBD.

(3) Tujuan ditetapkannya RKPD adalah:

a. terpeliharanya Kkonsistensi antara capaian tujuan
perencanaan strategis jangka menengahdengan
tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
pembangunan daerah;

b. terarahnya proses penyusunan Renja Perangkat

Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Peranglzat
Daerah,

c. terwujudnya pedoman dalam penyusunan KUA,
PPAS, Rancangan APBD, dan APBD; dan

d. terciptanya penyelenggaraan administrasi
pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam upaya mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance).

BABIII ...



BAB III
RKPD

Pasal 3

(1) RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten
Lombok Barat untuk kurun waktu 1 (satu) tahun
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi
sebagai:

a.

landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2022
dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun
2022; dan

pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun
2022,

Pasal 4

Penjabaran RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

Pendahuluan

memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan

antar dokumen, maksud dan tujuan, serta
sistematika penyusunan RKPD;

Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

memuat kondisi umum daerah, valuasi pelaksanaan
program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan,
realisasi RPUMD, dan permasalahan pembangunan
daerah;

Rancangan Kerangka FEkonomi Daerah dan
Kebijakan Keuangan Daerah

memuat arah kebijakan ekonomi daerah, arah
kebijakan keuangan daerah, dan penjelasan tentang
kondisi ekonomi tahun sebelumnya dan perkiraan
tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendapatan
dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan
dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi
pendapatan  daerah, Dbelanja  daerah, dan
pembiayaan daerah;

BAB IV ...



BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah,
serta prioritas pembangunan daerah;

BAB V  Rencana Program dan Pendanaan Daerah

mengemukakan secara eksplisit rencana program
dan kegiatan prioritas daerah yang mewakili aspirasi
dan kepentingan masyarakatdan disusun
berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD), dan capaian
kinerja  yang  ditetapkan dalam  dokumen
perencanaan,;

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
memuat penetapan indikator kinerja penyelenggara
pemerintahan daerah yang bertujuan untuk
memberi panduan dalam pencapaian Kkinerja
tahunan yang ditetapkan menjadi indikator kinerja
utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK)
pada akhir tahun perencanaan,

BAB VII Penutup
berisi penegasan dokumen RKPD Kabupaten
Lombok Barat 2022 sebagai penyusunan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah, serta dokumen
penganggaran tahun 2022 sebagai dukungan
pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat.

Pasal 5

Penjabaran RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022
menggambarkan tentang Prioritas Pembangunan Daerah
yvang dituangkan ke dalam program dan Kkegiatan
pembangunan pada masing-masing urusan Pemerintah
Daerah yang didasari permasalahan yang harus
diselesaikan, arah kebijakan, serta sasaran yang ingin
dicapai pada tahun 2022.

(2) Perangkat ...



(2) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat wajib melaksanakan RKPD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI LOMBOK BARA'I#, /

& H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 12 Juli 2021

H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021 NOMOR 37
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